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ABSTRAK 
PIA ARDYAGARINI (B11110191), Analisis Hukum terhadap Pendapat 
Amicus Curiae pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus 
Nomor Putusan 197/Pid.B/2009/PN.Mks), Dibimbing oleh M.Syukri Akub 
sebagai Pembimbing I, dan Haeranah sebagai Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Amicus Curiae dalam 
pembuktian tindak pidana dan untuk mengetahui apakah pendapat Amicus 
Curiae dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 
197/Pid.B/2009/PN.Mks. adapun masalah yang dibahas adalah Bagaimanakah 
kedudukan Amicus Curiae dalam pembuktian tindak pidana dan Apakah 
pendapat Amicus Curiae dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah 
hakim, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat 
ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  
Dari hasil penelitian maka disimpulkan (1) Hukum dibuat untuk kepentingan 
manusia supaya hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Aturan 
hukum tidak bersifat abadi. Aturan hukum yang kurang tepat harus segera 
diubah. Perubahan aturan hukum dapat dilakukan melalu wetgever atau 
keputusan hakim. Peran hakim dalam pembentukan hukum sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan asas non liquet. Dibutuhkan suatu keberanian untuk membuat 
putusan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. 
Praktek amicus curiae meskipun lazimnya digunakan dalam negara yang 
menggunakan sistem hukum common law namun bukan berarti praktek ini tidak 
pernah dipraktekkan di Indonesia. (2) Berdasarkan analisis putusan yang penulis 
lakukan selama penelitian, dalam kasus Upi Asmaradana dan pada kasus Prita 
Mulyasari keberadaan amicus curiae tetap dijadikan pertimbangan oleh hakim. 
Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim yaitu menggali nilai-nilai keadilan dalam 
masyarakat. Kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran hukum juga 
menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan amicus curiae sebagai 
salah satu bahan untuk membuat terang suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ingin diterapkan pada suatu perkara. 
Dari hasil penelitian maka disarankan agar rancangan KUHAP harus 
mengakomodir partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus Curiae. Diharapkan 
pembahasan rancangan KUHAP untuk mengakui eksistensi dan praktek yang 
telah berkembang tentang pelibatan partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus 
Curiae dan mengatur prosesnya secara baik dalam rancangan KUHAP. Karena 
mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat 
digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi yang 
mengagungkan HAM demi harkat dan martabat manusia. Prinsip 
pengaturan oleh hukum (rule of law), demokrasi dan hak asasi 
manusia telah membentuk hubungan sinergis dalam bentuk sifat 
hubungan yang disebut piramida. Tanpa hukum negara demokratis 
tidak mungkin dapat terwujud. 
Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang 
mengatur tentang cara bagaiamana memepertahankan dan 
menjalankan peraturan hukum material. Hukum acara sebagai alat 
penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankan 
kewajiban sosial dalam kehidupan manusia. 
Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki 
wewenang yang bebas. Artinya, tidak ada lembaga negara lainnya 
yang dapat ikut campur tangan dan atau mempengaruhi Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam 
Pasal 1 dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. 
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Dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili 
suatu perkara, hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh 
undang-undang itu tidak boleh subjektif. Artinya kebebasan hakim 
dalam mengadili suatu perkara wajib mencerminkan perasaan 
keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan hakim itu sendiri. 
Di dalam mekanisme pembuktian dalam hukum acara pidana 
misalnya, dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan 
keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna 
memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana 
yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan 
pada diri terdakwa. 
Dengan berpegang kepada objektivitas, setiap perkara yang 
diajukan wajib diperiksa dan diadilinya dengan baik. Tidak seorang 
hakim pun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau 
kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, kewajiban hakim 
memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. 
Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui 
putusannya itu. Proses ini kemudian dibantu dengan perkembangan 
mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah 
Amicus Curiae. 
Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of 
The Court” atau “Sahabat Pengadilan”. Amicus curiae sebagai pihak 
yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan 
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pendapat hukumnya kepada pengadilan. „Keterlibatan‟ pihak yang 
berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan 
opini, bukan melakukan perlawanan. Praktik amicus curiae 
sebenarnya lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem hukum 
common law, bukan civil law sebagaimana yang dianut oleh 
Indonesia. Namun sebagai Negara yang menganut prinsip demokrasi, 
maka hukum pun terkena hal-hal yang bersifat demokratis. 
Peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung memang tidak 
memiliki aturan tentang Amicus Curiae, Pasal 28 ayat (1) UU No.4 
Tahun 2004 yang selanjutnya telah diubah dengan Pasal 5 ayat (1) 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi 
“Hakim dan hakim konstitusi  wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. Oleh karena itu Pasal ini menjadi salah satu alasan 
hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Namun Pasal 14 ayat 
(4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan 
bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah: 
(a) “pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya 
perlu didengar “keterangannya”,  
(b) “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad 
informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau 
kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh 
pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi 
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terhadap permohonan dimaksud.” Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa konsep Amicus Curiae telah diambil 
sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya. 
Amicus Curiae merupakan praktik yang lazim dalam sistem 
hukum Common Law. Sebagai akibat dari perkembangan hukum di 
Indonesia, praktik amicus curiae mulai ditemukan dalam berbagai 
peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Peradilan pidana 
di Indonesia sejak dahulu telah menganut beberapa asas peradilan 
dari sistem hukum common law, seperti asas presumption of 
innocence (Praduga Tidak Bersalah). Wajar kiranya jika praktik 
amicus curiae pun mulai digunakan dalam berbagai perkara pidana 
yang ada, misalnya perkara Majalah Time versus Soeharto dan 
perkara “Upi Asmaradana”. Amicus curiae juga merupakan akibat 
hukum dari demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia. Partisipasi 
setiap warga negara terhadap penegakan hukum diwujudkan dalam 
bentuk amicus curiae. Namun praktik amicus curiae belum diatur 
secara pasti di dalam hukum positif Indonesia, mengingat Indonesia 
menganut sistem hukum civil law.  
Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji putusan hakim dalam 
perkara nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks tentang kekuatan pembuktian 
tindak pidana Amicus Curiae dan mengangkatnya kedalam bentuk 
tugas akhir dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pendapat 
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Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pid.B/2009/PN.Mks) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimanakah kedudukan Amicus Curiae dalam pembuktian 
tindak pidana? 
2. Apakah pendapat Amicus Curiae dijadikan pertimbangan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 
197/Pid.B/2009/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis kemukakan 
maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah 
1. Untuk mengetahui kedudukan Amicus Curiae dalam 
pembuktian tindak pidana. 
2. Untuk mengetahui apakah pendapat Amicus Curiae dijadikan 
pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 
197/Pid.B/2009/PN.Mks. 
 
 
 
6 
 
D. Manfaat Penelitian 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 
saran dalam penyelesaian perkara pendapat Amicus Curiae di 
Pengadilan Negeri Makassar serta peran Amicus Curiae  yang 
membuat terang suatu persoalan yang kurang jelas atau 
meragukan,serta meluruskan hal-hal yang diyakini keliru. Melengkapi 
pertimbangan hukum, sosiologis, filosofis bagi hakim. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Peradilan di Indonesia 
1. Sejarah Peradilan di Indonesia 
Sebagai negara yang konstitusinya menamakan dirinya Negara 
hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia 
amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara 
hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu 
diperlakukan di Indonesia, apakah ada sistem peradilan yang baik dan 
tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam 
menjalankan fungsi peradilan. 
Sejarah perkembangan lembaga peradilan di Indonesia 
sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem 
hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa 
(Belanda) datang ke Indonesia, kita sebenarnya telah memiliki 
berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja 
sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan 
dengan yang ada sekarang ini. Lembaga pengadilan dari zaman ke 
zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan 
dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri.1 
                                                             
1. H. Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, “Pengantar Hukum Indonesia”, AS. 
Center Makassar-Indonesia: Makassar 2009, hlm 2-4. 
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Ketika Hindia Belanda berkuasa dikenal adanya dualisme dalam 
sistem pengadilan di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya 
pemisahan pengadilan untuk golongan yang berbeda dengan 
pengadilan untuk golongan pribumi (bangsa Indonesia). Namun pada 
saat itu sudah ada penklasifikasian jenis peradilan berdasarkan 
yurisdiksi perkara yang ditangani. 
Pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an di mana 
perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan 
revolusi nasional melawan neo-kolonialisme maka peran pengadilan 
sangatlah penting dalam mendorong transformasi hukum kolonial 
menjadi hukum nasional. Sedangkan perkembangan pengadilan 
dalam masa Orde Baru diarahkan untuk mengembalikan wibawa 
hukum dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana 
merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering) untuk 
suksesnya pembangunan. Namun kenyataan selama hampir 30 tahun 
lamanya kekuasaan Orde Baru, hukum dan peradilan justru 
mengalami kemerosotan karena tatanan hukum yang ada saat itu 
dilandasi oleh paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik. 
Namun seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan 
dimulainya era reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara, bergulir pula tuntutan untuk mereformasi hukum secara 
menyeluruh. Dengan melihat hukum sebagai suatu sistem 
sebagaimana dikemukakan L. M. Friedman, maka reformasi hukum 
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selain menyangkut perbaikan substansi peraturan perundang-
undangan, juga harus menyentuh struktur/kelembagaan penegakan 
hukum serta kultur/budaya hukum masyarakatnya. Sejalan dengan 
tuntutan Reformasi dan amandemen UUD 1945 muncul lembaga 
peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan 
keberadaannya dapat meningkatkan wibawa hukum dan peradilan di 
Indonesia. 
2. Sistem Peradilan di Indonesia 
Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban 
tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya 
ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang 
sekarang lebih populer disebut "stabilitas nasional'. Kepentingan 
manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu 
terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan 
perlindungan dan harus dilindungi.  
Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya 
tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan 
tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan 
dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya di 
sekelilingnya. Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang 
terganggu itu dipulihkan kembali. 
Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan 
keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan 
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hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam 
melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan 
dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang 
mandiri, yaitu pengadilan. 
Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas 
universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan 
merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di seluruh penjuru 
dunia pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi 
atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan 
peradilan di negara-negara Eropa Tirnur dengan Amerika berbeda, isi 
dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak 
sama, walaupun, semuanya mengenal asas kebebasan peradilan, 
tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak 
mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di 
negaranya. 
Tidak ada bedanya dengan pengertian hak asasi manusia, yang 
sekarang sedang banyak disoroti; hak asasi bersifat universal, sernua 
negara "mengklaim" menghormati hak-hak asasi manusia, tetapi nilai 
dan pelaksanaannya berbeda satu sama lain. 
Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) kekuasaan dalam menjalankan 
pemerintahan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut di antaranya eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga peradilan termasuk 
kedalam kekuasaan yudikatif atau kehakiman. 
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Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan, yaitu menegakan hukum dan keadilan 
berdasarkan pancasila demi terselengaranya negara hukum Republik 
Indonesia. Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya bebas dari 
intervensi atau pengaruh pihak lain atau lembaga lain. Peranan pokok 
kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili 
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. 
Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara, kekuasaan 
kehakiman harus bebas, yaitu bebas untuk mengadili dan bebas dari 
pengaruh siapapun. Adapun ketentuan mengenai kekuasaan 
kehakiman di indonesia diatur dalam Undang-Undang No.49 tahun 
2009. Lembaga peradilan di seluruh wilayah republik Indonesia adalah 
peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini 
menunjukan bahwa, selain peradilan negara, tidak di perbolehkan ada 
peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara. 
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir. 
Dalam hal ini, setiap putusan akhir pengadilan harus dapat diterima 
dan dilaksanakan untuk memberi kekuatan pelaksanaan putusan. 
Proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayanya 
ringan. 
Peradilan sederhana maksudnya peraturanya sederhana untuk 
dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat berarti tidak berlarut-larut 
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proses penyelesaianya. Pengadilan dengan biaya ringan berarti tidak 
membebankan kepada pihak-pihak perkara. Pengadilan mengadili 
menurut hukum tanpa membendakan status seseorang. 
Di depan hukum, semua orang sama. Pengadilan tidak hanya 
mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut 
hukum. Kekuasaan ini memberikan kebebasan lebih besar kepada 
hakim. Meskipun demikian, kebebasan kehakiman bersifat pasif. 
Dengan kata lain, hakim bersikap menunggu datangnya atau 
diajukanya sebuah perkara. Hakim tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan 
bahwa hukumanya tidak jelas atau kurang jelas. 
Untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, sidang 
pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila 
undang-undang menentukan lain. Terbuka untuk umum berarti setiap 
orang dapat menghadiri sidang. Kehadiran pengunjung di persidangan 
merupakan kontrol sosial. Akan tetapi, ini tidak berarti setiap 
pengunjung dapat mengajukan protes atau mengajukan keberatan 
terhadap keputusan hakim. 
Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan 
majelis yang sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Tujuan 
ketentuan tersebut adalah untuk lebih mejamin rasa keadilan. Asas 
keadlian ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa dan 
memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal. 
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Para pihak yang berperkara atau terdakwa mempunyai hak 
ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah 
hak sesseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang 
disertai dengan alasan alasan-alasan putusan. Putusan pengadilan 
harus objektif dan berwibawa. Oleh karena itu, alasan merupakan 
pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu. 
Kekuasaan kehakiman tertinggi di indonesia dilakukan oleh 
mahkamah agung. Badan peradilan yang berada dibawah peradilan 
mahkamah agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, 
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 
a. Peradilan Umum 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum 
dilaksanakan oleh peradilan negeri, pengadilan tinggi, dan 
keputusan kasasi oleh mahkamah agung. Mahkamah agung 
mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, 
organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. 
Pengadilan negeri berkedudukan di kota atau di ibi kota 
kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota dan 
kabupaten. Sementara pengadilan tinggi berkedudukan di 
ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 
provinsi yang dibentuk dengan undang-undang. 
Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan (ketua dan 
wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. 
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Juru sita tidak terdapat di pengadilan tinggi. Juru sita bertugas 
melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua 
sidang dengan cara menyampaikan pengumuman-
pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan 
pengadilanm, dan melakukan penyitaan. 
Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara 
perdata tingkat pertama. Pengadilan tinggi berwenang 
mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 
banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang 
mengadili di tingkat pertama dan terakhir. 
b. Peradilan Agama 
Peradilan agama yang dimaksud, yaitu peradilan agama 
islam. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama 
dilakukan oleh pengadilan gama yang terdiri atas badan 
peradilan tingkat pertama dan badan peradian tingka banding. 
Pengadilan agama mempunyai daerah hukum yang sama 
dengan pengadilan negeri, mengingat pelaksanaan putusan 
pengadilan agama masih memerlukan pengukuhan dari 
pengadilan negeri. Jadi, pengadilan agama terdapat di setiap 
kota kabupaten dan kota. 
Tugas dan wewenang pengadilan agama pada pokoknya 
adalah memeriksa dan memutus sengketa antar orang-orang 
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yang beragama islam mengenai bidang hukum perdata 
tertentu yang harus di putus berdasarkan syariat islam. Oleh 
karena itu, berlakuknya hukum terbatas pada orang-orang 
beragama islam. Perkara-perkara pengadilan agama dapat 
dibagi menjadi 3(tiga), yaitu: 
a. perkara yang tidak mengandung sengketa; 
b. permohonan fatwa pembagian warisan pada umumnya 
bukan merupakan sengketa; serta 
c. perkara perselisihan pernikahan. Pada 29 desember 89‟, 
disahkan undang-undang peradilan agama, yaitu UU no.7 
tahun 89‟. Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada 
mengenai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku 
selama ketentuan baru berdasarkan undang-undang 
peradilan agama belum di keluarkan. Undang-undang 
tersebut menegaskan bahwa peradilan bagi orang-orang 
beragam islam. Wewenang peradilan agama adalah 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
perdata antara orang-orang yang beragama islam di 
bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan 
shadaqoh. 
c. Peradilan Militer 
Susunan siadang mahkamah militer dan mahkaman tinggi terdiri 
atas tiga orang hakim, seorang oditur, jaksa tentara, dan seorang 
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panitera. Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan 
memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran 
yang dilakukan oleh seorang anggota militer sebagai berikut. 
a. seorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau 
pelanggaran berstatus anggota militer. 
b. seorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau 
pelanggaran undang-undang atau peraturan pemerintah di 
tetapkan sama dengan anggota militer. 
c. seorang yang pada waktu melakukan kejahatan atau 
pelanggaran adalah anggota suatu golongan atau jawatan 
yang dipersamakan atau di anggap sebagai anggota militer. 
d. seorang yang tidak termasuk hal-hal tersebut, tetapi atas 
ketetapan menteri pertahanan dengan persetujuan menteri 
kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam 
lingkungan peradilan militer. 
Mahkamah militer mengadili dalam tingkat pertama 
perkara-perkara tingkat kejahatan dan pelanggaran, apabila 
terdakwa atau salah satu terdakwa pada waktu melakukan 
perbuatan adalah perwira berpangkat di bawah kapten. 
Mahkamah militer tinggi memutus di tingkat pertama perkara 
kejahatan dan pelanggaran, apabila terdakwa atau salah satu 
terdalwa pada waktu melakukan perbuatan adalah perwira yang 
berpangkat mayor ke atas. 
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Dalam peradilan tingkat kedua, mahkamah militer tinggi memeriksa 
dan memutus semua perkara yang telah di putus oleh mahkamah 
militer oleh daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulang. 
Dalam tingkat pertama dan terakhir, mahkamah militer tinggi 
memeriksa dan memutus perselisihan tentang kekuasaan 
mengadili antara beberapa mahkamah militer dalam daerah 
hukumanya. 
d. Peradilan tata usaha Negara 
Pada desember 1986, telah disahkan Undang-Undang no.5 tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan 
pengadilan tingakt pertama dalam pengadilan tinggi tata usaha 
negara. Setiap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat 
dimohonkan kasasi dari Mahkamah Agung. 
3. Peradilan Pidana di Indonesia 
Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme 
bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses 
penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, 
sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain 
bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, 
yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. 
Meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja 
dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas 
hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti 
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yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah 
merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri 
dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. 
Dalam hal ini, peradilan pidana di pandang sebagai suatu sistem. 
Karena dalam peradilan pidana tersebut, terdapat beberapa lembaga 
yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan 
bidangnya serta peraturan yang berlaku.2 
Di undangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem 
peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian 
perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka 
sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sistem peradilan juga 
terpengaruh oleh  due proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan 
layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa. 
Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP 
ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-
kelemahan. Due proses model masih jauh dari harapan bahkan 
pendekatan inkusator masih mendominasi. 
Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa criminal justice 
sytem adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi 
peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang 
merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, 
                                                             
2. Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran: Bandung, 2009 hlm 28.  
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praktik administrasi dan sikap atau tingakh laku sosil. Mardjono 
memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem 
dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. 
Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahtaan agar 
berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.3 
Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada 
yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan 
trikotomi. 
Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum 
pidana di Amerika Serikta, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum 
dari Universitas Stanford, dengan pendektan normatif yang berorientasi 
pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses 
peradilan pidana. 
Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model,diantaranya: 
1) Crime control model, pemberantasan kejahatan merupakan 
fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses 
peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efktifitas, 
kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka 
sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas 
kepolisian.4  
2) Due process model, model ini menanamkan seluruh temuan-
temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui 
                                                             
3. Yesmil Anwar, Adang, ibid hlm 33. 
4 . Yesmil Anwar, Adang, ibid hlm 40-41.  
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prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. 
Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu 
tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, 
penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu 
reaksi untuk setiap tahan pemeriksaan, maka dapat 
diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak 
bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan 
melakukan kejahatan. 
Dua pendekatan tersebut memiliki kesamaaan, yaitu5: 
a) Kedua model tersebut sebenarnya sama-sama mendasarkan 
pada asas due process of law (proses peradilan yang adil), 
yang meletakkan individu sederajat dengan aparat penegak 
hukum. 
b) Bahwa kedua model tersebut sama-sama mendasarkan pada 
prinsip legalitas, dalam arti memisahkan perilaku kriminal 
(criminal conduct) dan proses kriminal. Oleh karena itu 
sebelum proses kriminal diterapkan terlebih dahulu harus ada 
perilaku yang berdasarkan suatu peraturan hukum yang telah 
ditetapkan sebelumnya dinyatakan sebagai perilaku kriminal. 
c) Untuk menghidari terjadinya kesewang-wenangan ataupun 
penyalahgunaan kekuasaan, kedua model tersebut 
                                                             
5. Syukri Akub, Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan 
Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73. 
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menganggap penting adanya limits of power, batas-batas 
kekuasaan yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan 
aparat penegak hukum dalam tindak kriminal. 
d) Kedua model tersebut sebenarnya bekerja dalam system 
peradilan pidana yang sama, yaitu berdasarkan system 
adversary. 
 
B. Alat Bukti dalam Peradilan Pidana 
1. Pengertian Alat Bukti 
Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP telah menentukan secara ”limitative” alat bukti yang sah 
menurut undang-undang. Di luar bukti itu, tidak dibenarkan 
dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, 
penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas 
hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka 
tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar 
alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat 
bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya 
terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti 
di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak 
mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang 
mengikat. 
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Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang 
ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti 
disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap 
pembuktian.  
Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai 
dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk  
e. Keterangan terdakwa 
Dalam praktek masih ada salah satu alat bukti lain yang sering 
digunakan yaitu alat bukti pengetahuan Hakim, yaitu hal atau keadaan 
yang diketahuinya sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan 
setempat. 
2. Teori-Teori Pembuktian dalam Peradilan Pidana 
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan 
perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting 
acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. 
Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat 
bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah 
maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencarai kebenaran 
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materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas 
dengan kebenaran formal. 
Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan 
bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan 
yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut 
waktu dan tempat (Negara). 
Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, 
ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan 
sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam 
memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. 
a. Convictio-in Time 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan 
salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan 
oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang 
menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana 
hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak 
menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil 
dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya 
dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-
alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik 
keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.6 
                                                             
6. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua), Sinar 
Grafika: Jakarta, 2000 hlm 285  
24 
 
Sistem pembuktian conviction-in time, sudah barang 
tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja 
menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata 
atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh bukti 
yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membesarkan 
terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun 
kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat 
bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan 
terdakwa. 
Jadi, dalam sistem pembuktian conviction-in time, 
sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, 
pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan 
hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak 
terbukti” berdasar alat-alat bukti yah sah, terdakwa bisa 
dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” 
hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling 
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Seolah-olah 
sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada 
keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang 
menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem 
pembuktian ini. 
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b. Conviction-Raisonee 
Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan hakim” 
tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah 
tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, 
faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem 
pembuktian conviction-raisonee, keyakinan hakim harus 
didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib 
menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang 
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 
Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-
raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan 
reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan 
yang dapat diterima.7 Keyakinan hakim harus mempunyai 
dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat 
diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang 
tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. 
c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 
Pembuktian menurut undang-undang secara positif 
merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan 
sistem pembuktian menurut keyakinan atas conviction-in 
time. 
                                                             
7. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normtif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni: 
Jakarta, 2006 hlm 29. 
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Pembuktian menurut undang-undang secara positif, 
”keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam 
sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau 
tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman dalam prinsip 
pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-
undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa 
semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yah sah”. 
Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian 
menurut undang-undang, sudah cukup menentukan 
kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. 
Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, 
bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi 
cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan 
keyakinan nuraninya akan kesalahan terdakwa. 
Bagaimana kalau sistem ini dibandingkan dengan 
sistem pembuktian keyakinan atau conviction-in time? kita 
berpendapat, sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem 
pembuktian menurut keyakinan. Sistem undang-undang 
secara positif, lebih dekat kepada prinsip “penghukuman 
berdasarkan hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap 
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seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah 
kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-
undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru 
dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan 
kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang. 
d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief WettelijkStelsel) 
Sisetem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif merupakan teori anatara sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara posistif dengan sistem pembuktian 
menurut keyakinan atau conviction-in time. 
Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya 
secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari 
hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak 
belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi: salah 
tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang 
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang. 
28 
 
Berdasar rumusan di atas, untuk menyatakan salah atau 
tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan 
hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas 
keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-
alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa 
baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang 
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus 
keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. 
Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk mentukan salah atau 
tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-
undang secara negatif, terdapat dua komponen : 
1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan 
alat-alat bukti yah sah menurut undang-undang. 
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas 
cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang. 
Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif” dan 
“subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada 
yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu 
diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian 
kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa 
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cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak 
yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak 
dinyatakan bersalah.  
3. Asas-Asas Hukum Pembuktian dalam Peradilan Pidana 
Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum Hukum Acara Pidana 
secara global diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 
UU 35/1999, UU 4/2004 (selanjutnya disingkat dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang kekuasaan kehakiman dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.8 Dari titik tolak optic kedua undang-undang 
tersebut, dapatlah disebutkan bahwa asas-asas umum Hukum Acara 
Pidana itu, adalah: 
a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Persumption of Innocence) 
Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam. 
Ketentuan asas “praduga tidak bersalah” eksistensinya 
tampak pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
dan penjelasan umum angka 53 huruf c KUHAP yang 
menntukan bahwa: 
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 
dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
 
                                                             
8. Lilik Mulyadi, Lot-cit hlm 13. 
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Asas praduga tidak bersalah atau dikenal dengan istilah 
presumption of innocence adalah suatu asas yang 
menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara 
pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. 
Segi positif presumption of innocence adalah: 
1. Sangat memberikan perhatian terhadap perlindungan hak 
asasi manusia sebab semua tindakan yang harus 
dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum. 
2. Dapat mengendalikan kejahatan sekalipun kejahatan itu 
telah sampai pada jumlah yang banyak. 
b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 
Pada dasarnya, asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan 
umum angka 3 huruf e KUHAP. 
Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan 
cepat artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan 
dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung 
pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan 
dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbeli-belit. 
Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan ditekan 
sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, 
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menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-
mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang beruang 
saja.9 
c. Asas Hak Ingkar 
Pada asasnya, “hak ingkar” diatur dalam Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Pasal 157 
KUHAP. Menurut ketentun Pasal 29 Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004, “hak ingkar” adalah hak seorang yang diadili 
untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan 
terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. 
Dari aspek teoritik dan praktik, secara lebih  luas “hak 
ingkar” ini dapat dilihat dari 2 (dua) optic pandangan, yaitu: 
pertama, hak ingkar (terminologinya: kewajiban 
mengundurkan diri) bagi hakim apabila terikat hubungan 
keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau 
adanya hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai 
dengan ketua, jaksa, advokat, atau panitera serta dengan 
terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 29 ayat (3), (4) UU 
4/2004, Pasal 157 ayat (1) (2) KUHAP) atau ada 
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 
220 KUHAP). 
                                                             
9 .Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti: Yogyakarta, 2007 
hlm 16. 
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Apabila terjadi pelanggaran, seorang hakim dan 
panitera tidak memundurkan diri dari persidangan padahal 
mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung 
dalam perkara yang sedang diperiksanya baik atas 
kehendaknya maupun sendiri maupun atas permintaan pihak 
yang diadili atau advokat, menurut ketentuan Pasal 29 ayat 
(6) UU 4/2004 mengakibatkan putusan dinyatakan tidak sah 
dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan 
dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
Kedua, hak ingkar (terminologinya: tidak dapat 
didengar  keterangannya dan dapat mengundurkan diri) 
sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga sedarah 
atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa, saudara terdakwa, 
saudara ibu/bapak dan anak-anak saudara terdakwa sampai 
derajat ketiga dan suami isteri terdakwa meskipun sudah 
bercerai atau yang bersama-sama terdakwa (Pasal 168 
KUHAP). 
d. Asas Pemeriksaan Terbuka untuk Umum 
Maksud prinsip ini adalah setiap sidang yang 
dilaksanakannya harus dapat disaksikan oleh umum. 
Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya 
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persidangan tidak ada menghadiri larangan persidangan 
sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu. Bukti 
bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum ditandai 
dengan ucapan hakim ketika membuka sidang yakni dengan 
ucapan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Ucapan 
hakim tersebut harus ada sebab tanpa ucapan tersebut sidang 
terancam batal. 
Prinsip ini tidak berlaku bagi sidang pengadilan yang 
perkara pidananya merupakan perkara kesusilaan atau 
perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. 
Mengenai hal ini dapat dilihat Pasal 153 ayat (3) dan 
ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 
1. ”Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk 
umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan 
atau terdakwanya anak-anak. 
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat 
(3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.” 
e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya 
Kehadiran Terdakwa 
Asas ini termaktub pada ketentuan Pasal 154, Pasal 176 
ayat (2), Pasal 196 ayat (1) KUHAP, Pasal 18 ayat (1) UU 
4/2004 khususnya terhadap perkara-perkara yang diajukan 
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secara biasa (Pid. B) dan singkat (Pid. S). Dengan asas 
kehadiran terdakwa ini, pemeriksaan pengadilan secara in 
absentia sebagaimana dikenal dalam Tindak Pidana Khusus 
(Ius Singulare, Ius Spesiale atau Bijzonder Strafrecht) pada 
Tindak Pidana Korupsi (UU 2-/2001), Tindak Pidana Ekonomi 
(UU Nomor 7/drt/1955), Tindak Pidana Terorisme (UU 
15/2003) dalam konteks ini tidak diperkenankan terkecuali 
dalam acara cepat khususnya acara pemriksaan perkara 
pelanggaran lalu lintas jalan (Bagian Keenam paragraf 2 Pasal 
214 KUHAP). Akan tetapi, asas ketidak hadiran terdakwa ini 
kenyataannya “diperlemah” dalam UU 4/2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menurut Pasal 18 ayat (2) 
UU/2004 dikatakan bahwa: 
“Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan 
pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat 
diucapkan tanpa dihadiri terdakwa”. 
 
Dikaji dari perspektif praktik peradilan, apabila terdakwa 
pernah hadir di sidang pengadilan kemudian berikutnya tidak 
pernah hadir lagi sampai penjatuhan putusan, putusan 
terhadap terdakwa tetap dijautuhkan (bukan putusan in 
absentia) karena menurut Mahkamah Agung putusan tersebut 
adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 196 ayat 1 
KUHAP, sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 
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K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 serta Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 
1981 Nomor. MA/Pem/006/81 yang menyatakan “tuntutan 
penuntut umum tidak dapat diterima”  
f. Asas “Equal before the law” 
Kalau dapat disebutkan, asas ini merupakan salah satu 
manifestasi dari Negara Hukum (Rechtstaat) sehingga harus 
ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum 
(gelijkheid van ieder voor de wet). Dengan demikian elemen 
yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama di 
depan hukum (equal protection on the lae) dan mendapatkan 
keadilan yang sama di depan hukum (equal justice under the 
law). 
Tegasnya, Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya 
peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa 
(forum prevelegiatum) sehingga “Pengadilan Mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” 
sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf a 
KUHAP. 
g. Asas Bantuan Hukum  
Asas bantuan hukum ditegaskan pada penjelasan umum 
angka 3 huruf f KUHAP dengan redaksional bahwa: 
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“Setiap anggota yang tersangkut perkara wajib diberi 
kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata 
diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas 
dirinya.” 
 
Sedangkan asas bantuan hukum dalam Bab VII Pasal 37 
UU 4/2004 dirumuskan dengan redaksional: 
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 
bantuan hukum.”  
 
Kemudian, lebih lanjut lagi asas bantuan hukum ini dapat 
dilihat pada KUHAP khususnya Pasal 56, Pasal 69 sampai 
dengan Pasal 74 KUHAP. 
h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan  
Pada asasnya, dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di 
depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada 
terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan cara lisan 
dalam bahasa Indonesia. 
Tegasnya, Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengenal 
pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum 
perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari 
penjelasan umum angka 3 huruf h KUHAP, Pasal 153, Pasal 154, 
Pasal 155 KUHAP dan seterusnya. 
i. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi 
Secara limitatif asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 
KUHAP. Apabila dijabarkan, dapatlah disebutkan bahwa kalau 
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seseorang dapat ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa 
alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik 
mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib memperoleh 
rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (vrijspraak) atau 
lepas dari segala tuntutan hukum (onlag van alle rechtsvervolging) 
sebagaimana dimkasud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan 
dan harkat serta martabatnya” 
 
j. Asas Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan  
Pada dasarnya, pelaksanaan putusann pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 
dilakukan oleh Jaksa (BAB XIX, Pasal 270 KUHAP, Pasal 36 (1) 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004) dan kemudian 
pelaksanaan pengawasan  dan pengamatan ini dilakukan oleh 
Ketuan Pengadilan Negeri yang didelegasikan kepada hakim yang 
diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan 
pengawasan dan pengamatan. 
k. Asas Kepastian Jangka Waktu Penahanan 
Pada KUHAP secara limitatif batas waktu penahanan dalam 
setiap tingkat pemeriksaan telah dibatasi jangka waktunya. 
Misalnya, penyidik secara kumulasi dapat melakukan penahanan 
sampai 60 (enam puluh) hari dengan perincian wewenang 
menahan atas perintahnya sendiri selama 20 (dua puluh) hari dan 
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permintaan perpanjangan kepada Penuntut Umum selama 40 
(empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (1) (2) KUHAP).  
Kemudian Penuntu Umum dapat menahan selama 20 (dua 
puluh) hari dan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 
(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan 
Negeri selama 60 (enam puluh) hari (Pasal 26 ayat (1), (2) 
KUHAP). 
Dengan demikian, asas kepastian jangka waktu penahanan 
ini secara limitatif seorang terdakwa selama proses persidangan 
dari tingkat penyidik sampai Mahkamah Agung RI hanya dapat 
ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari dengan perincian 200 
(dua ratus) hari dari tingkat penyidik sampai Pengadilan Negeri 
dan 200 (dua ratus) hari untuk tingkat banding dan kasasi. Apabila 
asas ini pada setiap tingkat pemeriksaan dilanggar, akan 
berakibat terdakwa harus “dilepaskan demi Hukum”. 
 
4. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 
1) Keterangan Saksi 
Mengenai hal yang berhubungan dengan tata cara pemeriksaan, 
bahkan mengenai ruang lingkup pemeriksaan saksi sudah panjang 
lebar dibicarakan. Oleh karena itu sepanjang yang mengenai ruang 
lingkup pemeriksaan saksi di ajak kembali untuk menelitinya pada 
uraian terdahulu. 
39 
 
a. Syarat Sahnya Keterangan Saksi 
Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat 
bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, 
tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti 
keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan 
pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, atau 
kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu 
diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi 
oleh seorang saksi.10 Artinya, agar keterangan seorang saksi 
dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai 
kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai 
beriku. 
 Harus Mengucapkan Sumpah atau Janji. 
Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3)11, sebelum 
saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah 
atau janji. Adapun sumpah atau janji : 
1. Dilakukan menurut cara agamanya atau masing-
masing 
                                                             
10. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua), Sinar 
Grafika: Jakarta, 2000 hlm 286.  
11. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normtif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni: 
Jakarta, 2006 hlm 173. 
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2. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan 
tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. 
Kapan sumpah atau janji itu diucapkan? Menurut 
ketentuan Pasal 160 ayat (3) pada prinsipnya wajib 
diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan 
tetapi, pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk 
mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan 
keterangan. Dengan demkian, saat pengucapan sumpah 
atau janji: 
 Pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi 
keterangan, 
 Tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, 
sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi 
memberi keterangan. 
Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, 
sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk 
mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: 
1. Dapat dikenakan sandera 
2. Penyenderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim 
ketua sidang” 
3. Penyenderaan dalam hal seperti ini paling lama empat 
belas hari (Pasal 161) 
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 Keterangan Saksi yang Bernilai Sebagai Bukti. 
Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai 
sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunya nilai ialah 
keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 
angka 27 KUHAP: 
1. Yang saksi lihat sendiri, 
2. Saksi dengar sendiri, 
3. Dan saksi alami sendiri, 
4. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan 
bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: 
a) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya 
sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar 
yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana 
yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar 
pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri 
mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat 
dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan 
semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. 
b) “testimonium de auditu” atau keterangan saksi yang ia 
peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak 
mempunyai nilai sebagai alat bukti”.  
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c) “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil 
pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan 
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5).12 
 Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan 
Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat 
bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang 
pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 (1). 
Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (outside 
the court) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, 
penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada 
mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan 
peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu 
mereka dengar dihalaman kantor pengadilan atau disampaikan 
oleh seorang kepada hakim dirumah tempat tinggalnya. 
Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti 
karena ini tidak dinyatakan di sidang pengadilan. 
 Keterangan Seorang Saksi Saja Tidak Dianggap Cukup 
Pasal 185 (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat 
dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa, atau “unus testis nullus testis”. Ini berarti 
jika alat bukti yang dipergunakan penuntut umum hanya terdiri 
                                                             
12. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), Sinar Grafika: Jakarta, 2008 
hlm 264. 
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dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan 
saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” 
yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup 
untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) 
adalah: 
1. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling 
sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”. 
2. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja 
maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau 
“ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain. 
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri 
Pasal 185 ayat (4), yang menegaskan: 
1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat 
bukti yang sah, dengan syarat. 
2. Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu 
dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan 
tertentu. 
Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) jelaslah bagi kita, 
keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai 
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alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila 
keterangan para saksi tersebut mempunyai saling berhubungan 
serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan 
atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa seorang saksi 
yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu 
dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. 
Atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, 
masing-masing mereka akan dikategorikan “saksi tunggal” yang 
tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan 
saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk 
pembuktian kesalahan terdakwa. 
b. Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi 
Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti 
yang sah, harus terdapat saling berhubungan dengan antara 
keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk 
keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. Namun dalam menilai mengkonstruksi 
kebenaran keterangan para saksi. Pasal 185 ayat (6) menuntut 
kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatiakan: 
1) Persesuaian antara keterangan saksi. 
Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam 
pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara 
terperinci dan sistematis. Jangan seperti yang sering terjadi 
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penguraian analisis persesuaian itu hanya diuraikan secara 
mengambang dan deskriptif. Malah kadang-kadang analisis 
persesuaian itu hanya terutang dalam suatu uangkapan atau 
kesimpulan singkat yang berbunyi: keterangan para saksi telah 
memperlihatkan persesuaian itu, oleh karena itu kesalahan 
terdakwa telah terbukti. Dan kalau dicari persesuaian itu dalam 
pertimbangan, tidak dijumpai. 
2) Sesuai keterangan saksi dengan alat bukti lain 
Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam 
persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, 
baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang 
maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan 
sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan 
antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut. 
3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu 
Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi yang pasti, 
kenapa memberikan keterangan yang seperti ini. Tanpa 
mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan 
gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang 
diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan, bahwa ia tidak 
begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa yang ia lihat 
pada saat peristiwa pidana itu terjadi. Akan tetapi, baik dari raut 
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muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul 
dengan terdakwa. 
c. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 
Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam 
sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis: 
1. Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah” 
Mengenai keterangan saksi yang disumpah bisa terjadi: 
a. Karena saksi menolak bersumpah 
Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah 
telah diatur dalam Pasal 161. Sekalipun penolakan itu 
tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi yang telah 
disandera, namun saksi tetap menolak untuk 
mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti 
ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi 
yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”. 
Memang, keterangan yang diberikan tanpa disumpah 
karena saksi menolak mengucapkan sumpah atau janji, 
bukan merupakan alat bukti. Namun Pasal 161 ayat (2) 
menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut “dapat 
menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang 
telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian. 
b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah 
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Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur didalam Pasal 
161, yakni yang telah memberikan keterangan dalam 
pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, 
ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan 
sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat 
dalam berita acara penyidikan dibacakan disidang 
pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak 
menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat 
ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan 
disidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik 
tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan 
dengan Pasal 185 (7), nilai kekuatan pembuktian yang 
melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di 
sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat 
“dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan 
di persidangan tanpa sumpah.  
Sehubungan dengan keterangan saksi yang 
dibacakan di sidang pengadilan, perlu diingatkan 
mengenai keterangan saksi yang dibacakan di sidang 
pengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu 
pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan 
menmgucapkan sumpah. Terhadap keterangan seperti 
ini tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah. 
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c. Karena hubungan keluarga. 
Seperti yang sudah dijelaskan, seorang saksi yang 
mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa 
tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. 
Kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu 
disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan 
terdakwa. Jadi, seandainya penuntut umum atau 
terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan 
sumpah, Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi 
mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan 
“tanpa sumpah”. Akan tetapi, disinipun undang-undang 
tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian 
yang melekat pada keterangan seperti ini. 
d. Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171. 
Anak yang dibawah umurnya belum cukup lima 
belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit 
ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik 
kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa 
sumpah”, di sidang pengadilan. Bagaimana nilai 
keterangan mereka? Nilai keterangan mereka dinilai 
bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi, 
sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat yang bukti 
yang sah, penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai 
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pembuktian yang melekat pada keterangan itu, “dapat” 
dipakai sebagai “petunjuk”. Untuk mempergunakan 
keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat 
bukti yah sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” 
hakim atau sebagai “petunjuk”, harus dibarengi dengan 
syarat: 
 Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, 
 Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas 
minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-
kurangnya dua alat bukti yah sah, 
 Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu 
dengan alat bukti yang sah, terdapat saling 
persesuaian. 
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah 
Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada 
keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, 
tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan 
undang-undang yakni: 
 Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia 
akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain 
daripada yang sebenarnya, 
 Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa 
pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami 
50 
 
sendiri dengan menyebut secara jelas sumber 
pengetahuannya, 
 Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang 
pengadilan, 
 Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat 
bukti yang sah. 
Saksi Mahkota (Kroon Getuige; Crown Witness) 
Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Nederland, yaitu 
salah seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam 
pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme 
dikeluarkan Dario daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya 
ialah asas oportunitas yang ada ditangan jaksa untuk menuntut atau tidak 
menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa 
syarat. 
Dalam hal saksi mahkota, syaratnya ialah dia bersedia membongkar 
komplotan itu. Di Italia sudah diciptakan suatu undang-undang mengenai 
saksi mahkota. Jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam 
komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapat pidana 
karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat 
berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan 
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komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan disbanding teman 
berbuatnya.13 
Dengan demikian berdasarkan, berdasarkan visi praktik peradilan, 
asasnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut: 
 Bahwa saksi mahkota adalah juga seorang saksi, 
 Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka 
terdakwa, 
 Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.14 
2) Keterangan Ahli 
Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan 
kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang 
tidak mencantumkan keterangan ahli sebgai alat bukti. Keterangan 
ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. Dan hukum 
acara pidana modern di banyak negeri. Pasal 186 menyatakan bahwa 
keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan 
disidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang 
disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal 
tersebut juga tidak menjelaskan hal ini.  
“Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada 
waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang 
dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat 
                                                             
13. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), Sinar Grafika: Jakarta, 2008 
hlm 271,  
14. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normtif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni: 
Jakarta, 2006 hlm 179-180.  
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sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu 
tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut 
umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan 
keterangan dan dicatat didalam berita acara pemeriksaan. Keterangan 
tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji 
dihadapan hakim”. 
Dalam Pasal 343 Ned. Sv. Misalnya diberikan definisi apa yang 
dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: “Pendapat seorang 
ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah 
dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya”. 
Jadi, dari keterangan tersebut diketahui yang dimaksud dengan 
keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah di pelajari (dimiliki) 
seseorang. 
Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan 
seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan 
keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai 
hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai 
hal-hal itu. 
3) Alat Bukti Surat 
Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada 
satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat 
yaitu Pasal 187. Pasal itu sendiri terdiri atas 4 ayat: 
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1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, 
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan, 
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan 
yang diminta secara resmi daripadanya, 
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
4) Alat Bukti Petunjuk 
Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai 
berikut: 
“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena penyesuaiannya, baik anatara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. 
 
Dalam penjelasan seluruh Pasal tersebut dikatakan “cukup 
jelas”. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Pasal 310 HIR 
dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang 
perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Jadi pantaslah kalau alat 
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bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, 
seperti halnya dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 1950. 
Kalau diperhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang 
mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan 
arif lagi bijaksana, setelah dia mengadakan pemeriksaan dengan 
penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya 
diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan 
pengamatan hakim sebagai alat bukti. 
5) Keterangan Terdakwa   
KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” 
sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan 
lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat 
bukti menurut Pasal 259. Disayangkan bahwa KUHAP tidak 
menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai 
alat bukti. 
Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai 
alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua 
keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa 
penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari 
perbuatan atau keadaan. 
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Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, 
karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat 
sebagai berikut. 
a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didajwajan. 
b. Mengaku ia bersalah. 
Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” 
sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa 
keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi 
membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus 
kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat 
bukti. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat 
dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, 
diperlukan beberapa asas sebagai landasan bepijak, anatara lain: 
a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan 
b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri 
“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.  
 
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4). Salah satu asas 
penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa 
sebagai alat bukti, keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, keterangan terdakwa yang 
dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Akan 
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tetapi kalaupun keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti dapat dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti 
disidang pengadilan. Itupun jika keterangan didukung oleh suatu alat 
bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan 
kepadanya. 
Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan 
terdakwa adalah sebagai berikut. 
a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas 
b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian 
c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim 
 
C. Amicus Curiae 
1. Sejarah Amicus Curiae 
Belakangan ini dalam praktek hukum di Indonesia khususnya di 
dalam acara peradilan kerap terdengar tindakan amicus curiae. Dalam 
beberapa kasus tindakan ini mulai dilakukan, termasuk dalam kasus 
Prita yang dijerat oleh UU ITE. Namun banyak orang yang pasti 
bingung dengan istilah amicus curiae. Berikut penulis mencoba 
menjelaskan sekilas mengenai amicus curiae dibawah ini. Paparan ini 
penulis himpun dari berbagai sumber. 
Praktek melibatkan amicus curiae ini berasal dari Hukum 
Romawi. Sejak abad ke-9 praktek ini mulai lazim di negeri-negeri 
dengan sistem Common Law, khususnya di pengadilan tingkat 
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banding atau pada kasus-kasus besar yang penting. Pada abad ke-17 
dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All 
England Report. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam hukum 
acara internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan 
dengan hak asasi manusia (HAM). Belakangan, pelembagaan peran 
“Sahabat Pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara Civil Law. 
Sementara untuk Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal 
dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini, 
baru tiga amicus curiae diajukan di Pengadilan Indonesia: pertama 
diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan 
amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan 
kembali kasus majalah Time versus Soeharto, kedua dalam kasus 
“Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar, di mana amicus 
curiae diajaukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim 
memeriksa perkara, dan ketiga dalam kasus Prita yang dijerat oleh UU 
ITE di Pengadilan Tanggerang yang diajukan oleh kelompok 
organisasi seperti: PBHI, ELSAM, YLBHI, MDLN, ICJR.15 
Peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung memang tidak 
memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun Pasal 5 ayat (1) UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim 
dan hakim konstitusi  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  
                                                             
15.  Tentang Amicus Curiae atau Pihak yang Berkepentingan Tidak langsung: http.xa.yimg.com 
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Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle 
pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk 
memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. 
Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan 
penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah 
hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan 
aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus 
curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus 
yang masuk ke Mahkamah Agung. 
Perkembangan terbaru lainnya dari praktek amicus curiae adalah 
diterapkannya amicus curiae dalam penyelesaian sengketa 
internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga negara 
maupun organisasi internasional. 
Di sisi lain, “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung” 
yang dilibatkan dalam acara sidang Mahkamah Konstitusi tidak 
ubahnya Amicus Curiae yang hadir dan didengarkan keterangannya 
dalam sidang. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
06/PMK/2005 menyatakan bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan 
tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, 
dan fungusinya perlu didengar keterangannya “atau” pihak yang perlu 
didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang 
hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruhi 
oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi 
59 
 
terhadap permohonan dimaksud.” Dengan demikian dapat dikatakan 
konsep amicus curiae telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah 
Konstitusi dan Peraturannya. 
2. Pengertian Amicus Curiae 
“Amicus Curiae“, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang 
terdengar di pengadilan Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep 
hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian 
berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi common law, yang 
mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk 
menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-
isu yang belum familiar. 
Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut friend of the 
court, diartikan someone who is not a party to the litigation, but who 
believes that the court’s decision may affect its interest. Terjemahan 
bebasnya yaitu:  friends of the court atau Sahabat Pengadilan‟, di 
mana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara 
memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster 
Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “one (as a 
professional person or organization) that is not a party to a particular 
litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to 
some matter of law that directly affects the case in question“.16 
                                                             
16. “Selintas Tentang Amicus Curiae” http://gendovara.com/selintas-tentang-amicus-curiae/ 
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Jadi, amicus curiae adalah seseorang, sekumpulan orang atau 
suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak 
dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian 
atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan 
maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan 
memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau 
karena pengadilan memintanya. 
Meskipun keterangan yang diberikan itu dianggap penting oleh si 
pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut 
diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Pada dasarnya Majelis 
hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dalam 
memutus perkara. 
3. Penggunaan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia 
Amicus curiae tidak harus seorang pengacara, namun memiliki 
pengetahuan terkait dengan perkara yang membuat keterangannya itu 
berharga bagi pengadilan. Pihak terkait tidak langsung bisa jadi 
seorang yang ahli di bidang ilmu tertentu yang memberikan 
pandangan sesuai dengan keahliannya, misalnya ekonomi, ahli 
statistik, ahli sosiologi, agamawan, dan lain-lain. Bisa pula seorang 
saksi yang melihat, mendengarkan, mengalami sendiri suatu 
peristiwa, dan lain-lain. Keterangan dapat diberikan baik secara lisan 
di dalam sidang maupun tertulis. Berkas yang diberikan secara tertulis 
biasanya disebut Amicus Curiae Brief atau Amicus Brief. 
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Isi dari keterangan tersebut merupakan bisa merupakan paparan 
fakta atau data, pendapat ilimiah atau pendapat hukum, kesaksian 
atau pengalaman pribadi, dan bukti-bukti. Amicus curiae dapat 
memberikan keterangannya karena diminta oleh Pengadilan atau 
karena prakarsa sendiri. Karena tujuannya adalah membantu 
pemeriksaan, maka keterangan dapat diberikan sejak pemeriksaan 
dimulai sampai saat sebelum putusan dijatuhkan. 
Penggunaan amicus curiae jika dilihat dari segi teori penjatuhan 
putusan oleh hakim sebenarnya dapat dibenarkan. Dalam teori 
keseimbangan dalam menjatuhkan putusan, hakim harus 
mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang 
ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti 
adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau 
kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Adanya 
pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat telah membuka 
ruang untuk masuknya praktik amicus curiae dalam peradilan pidana 
di Indonesia, sebab amicus curiae biasanya diajukan dengan alasan 
demi kepentingan masyarakat luas. 
Berbeda halnya dengan teori penjatuhan putusan melelaui 
pendekatan keilmuan, dalam praktik persidangan, hakim sering sekali 
meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya, 
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untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan 
kepadanya, seperti dalam tindak pidana malpraktik yang dilakukan 
oleh dokter atau tenaga medis, maka ahli hukum kedokteran akan 
diundang untuk didengar keterangannya di depan persidangan. Juga 
dalam perkara sengeketa kepemilikan atas suatu saham atau surat 
berharga di bursa saham, yang masuk ranah hukum perdata atau 
penggelapan dana, insider trading, yang masuk ranah hukum pidana, 
maka ahli hukum pasar modal akan dipanggil kedepan persidangan. 
Dari keterangan ahli-ahli itulah hakim dapat menentukan putusan 
yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan 
tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para 
pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.17 
Di luar negeri, biasanya terdapat aturan yang mensyaratkan ijin 
dari pengadilan atau persetujuan dari salah satu pihak atau keduanya 
agar amicus curiae dapat menyampaikan keterangannya. Di 
Indonesia, Mahkamah Agung tidak memiliki aturan tentang hal itu dan 
amicus curiae brief dapat diserahkan secara langsung walaupun tidak 
ada jaminan akan dipelajari atau dipertimbangkan. 
Bagi Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bawah Pihak Terkait harus 
mengajukan permohonan ijin agar keterangannya didengar. Bila 
dikabulkan, Mahakamah Konstitusi akan mengeluarkan penetapan 
                                                             
17.  Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika: 
Jakarta, 2011, hlm 105-108 
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yang salinanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan 
permohonan. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki peraturan 
tentang Pihak Terkait Tidak Langsung yang hanya menyampaikan 
keterangannya secara tertulis tanpa hadir langsung dalam sidang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. 
Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut berhubungan 
dengan proses pengumpulan data penelitian sebagai salah satu unsur 
penting dalam suatu penelitian. Di samping itu, pada lokasi penelitian 
tersebut tersedia cukup data yang relevan dengan masalah yang 
diteliti dalam penulisan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
hasil penelitian di lapangan, yaitu dilakukan dengan cara 
mewawancarai langsung hakim, untuk memperoleh informasi guna 
melengkapi data sedangkan Data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat 
kabar, dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data. 
Dalam usaha mengumpulkan data penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
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a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 
Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha 
mendapatkan dan membaca dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, 
teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan. 
1. Yurisprudensi, 
2. Karya ilmiah para sarjana, 
3. Berbagai literature, dan 
4. Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
oleh Penulis. 
b. Penelitian Lapangan ( Field Reserch ). 
Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data 
yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Dokumentasi, yakni Penulis mengumpulkan data-data, 
yang mana data-data tersebut Penulis dapatkan dari 
Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Wawancara, yakni mendatangi langsung sumber yang 
terkait dan mewawancarainya, dalam hal ini Hakim yang 
ada Di Pengadilan Negeri Makassar. 
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D. Analisis Data 
      Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripktif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
      Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data 
penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, sehingga 
membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. 
      Teknik analisis data yang digunakan melalui pendekatan 
kualitatif, menajwab dan memecahkan serta pendalaman secara 
menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan 
kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi tertentu. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Amicus Curiae dalam Peradilan Pidana 
Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of 
The Court” atau “Sahabat Pengadilan”. Amicus curiae sebagai pihak 
yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan 
pendapat hukumnya kepada pengadilan. 
Peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung memang tidak 
memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun Pasal 28 ayat (1) UU 
No.4 Tahun 2004 yang selanjutnya telah diubah dengan Pasal 5 ayat 
(1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi 
“Hakim dan hakim konstitusi  wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. Oleh karena itu Pasal ini menjadi salah satu alasan 
hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. 
Dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tersebut menjadi jelas bahwa seorang hakim tidak dapat 
menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau 
suatu perkara kurang jelas, kewajiban hakim memperjelas dengan 
menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Dengan adanya aturan 
ini, para hakim diharapkan harus mempunyai kredibilitas, kapabilitas, 
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intelektualitas, wawasan pengetahuan, dan harus mampu menguasai 
dan mengetahui nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. 
Hakim dalam memberikan putusan harus memberikan dasar 
pertimbangan yang jelas sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 
Tahun 2009. Nilai persatuan dari sila ke-3 Pancasila terwujud dalam 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman ketika hakim berkewajiban untuk 
menggali nilai-nilai dan rasa keadilan dari masyarakat, dalam hal ini 
rasa kebanggaan dan penghargaan atas nilai-nilai bangsa 
diakomodasikan dalam putusan hakim. 
Hasilnya, setiap keputusan hakim akan diterima dan dipahami 
sebagai pengakuan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang telah 
hidup di masyarakat. Sedangkan nilai Musyawarah untuk mufakat di 
gariskan dalam Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan proses 
pengambilan putusan secara permusyawaratan dan dilakukan dengan 
kesepakatan bersama antara Majelis Hakim. Hal ini sangat selaras 
dengan tujuan peradilan untuk menghindari subyektifitas dari hakim 
dalam memutus perkara. 
Nilai keadilan sosial di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 ini tampak dalam ketentuan yang mengatur tentang kewajiban 
pencantuman dasar hukum yang jelas dalam mengadili dan memutus 
perkara (Pasal 50 ayat (1), hak akses dari masyarakat (Pasal 52), 
pengadilan tidak boleh membeda-bedakan orang (Pasal 4), hakim 
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harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam 
masyarakat (Pasal 5 ayat (1), pemberlakuan asas persumption of 
innocence (Pasal 8 ayat (1) dan kejelasan prosedur pengadilan 
lainnya. 
Alasan, kenapa amicus curiae merasa berkepentingan untuk 
mengemukakan pendapatnya di persidangan adalah untuk 
mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan 
mewakili kelompok-kelompok tertentu. 
Menurut Muhammad Damis, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, (wawancara 15 November 2013), amicus curiae adalah 
pihak ketiga yang berpartisipasi dalam proses peradilan dalam rangka 
memberikan pandangan kepada Majelis Hakim tentang bagaimana 
pembuktian materil suatu perkara.18 
Menurut Pudjo Hunggul, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
(wawancara 15 November 2013), amicus curiae atau sahabat 
pengadilan adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam 
sistem peradilan pidana. Keterlibatan pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam suatu kasus memang hanya diperbolehkan 
dalam bentuk opini untuk membantu pengadilan dalam rangka 
                                                             
18. Wawancara dengan Muhammad Damis, Senin, 15 November 2013, Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar. 
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mencari dan menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara 
pidana.19 
Selain diakui dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, dalam bentuk yang sempit KUHAP dapat ditafsirkan 
memberikan pengakuan terbatas terhadap keterlibatan/partisipasi 
masyarakat yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan  
“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan 
yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta 
keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh 
yang berkepentingan” 
Menurut Laode Syarif salah satu ahli hukum internasional Unhas, 
(kepada wartawan di gedung Mahkamah Agung (MA) Jalan Medan 
Merdeka Utara, amicus curiae merupakan istilah Latin yang jarang 
terdengar di pengadilan Indonesia. Amicus curiae berasal dari tradisi 
hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam 
tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang 
pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum 
berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.20  
“Kami mendukung bahwa kekuasaan kehakiman harus 
independen, merdeka dalam memutus. Tapi hakim juga harus 
menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya 
dengan nota amicus curiae ini”.21 
                                                             
19. Wawancara dengan Pudjo Hunggul, Senin, 15 November 2013, Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar. 
20. Amicus Curiae, Terobosan Hukum yang Masih Asing, Andi Saputra-DetikNews, diakses dari 
http://news.detik.com/read/2010/10/07/223515/1458601/10/amicus-curiae-terobosan-hukum-
yang-masih-asing, diakses pada tanggal, 7 Oktober 2010, 22.35 WIB 
21. Loc-cit.  
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Hakim dianggap mengetahui semua hukum, kalau hakim tidak 
tahu harus berusaha mencari tahu karena apabila hakim ditugaskan di 
suatu daerah, maka yang pertama-tama harus dilakukan oleh hakim 
adalah mencari tahu dan memahami adat-adat setempat sebelum 
diketahui aturan-aturan formilnya. Oleh karena itu hakim wajib 
menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis, apabila hukumnya tidak ada atau kurang jelas. 
Meskipun secara konstitusional para hakim memiliki kebebasan 
berdasarkan asas the independent of judiciary, tetapi untuk dapat 
menwujudkan penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan prinsip 
fair trial dan just trial diperlukan hakim-hakim yang tangguh, berani, 
professional, dan bermental baik. 
Amicus curiae dalam kasus Upi Asmaradana (Putusan Nomor 
197/Pid.B/2009/PN.Mks) yang mengajukan Amicus Curiae adalah 
Yoseph Adi Prasetyo, Anggota Komnas HAM dimana salah satu 
kewenangannya adalah memberikan pendapat amicus curiae 
sebagaimana yang termaktub dalam pasal 89 ayat (3) butir h yaitu: 
 “Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses 
peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara 
pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas 
HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para 
pihak”. 
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Yoseph Adi Prasetyo, pada saat mengemukakan pendapatnya di 
sidang pengadilan, masuk pada tahap proses pemeriksaan saksi ahli. 
Bahwa dalam keterangannya, ia berpendapat terdakwa telah 
memperjuangkan nilai hak asasi manusia, kebebasan pers, 
kemandirian pers dengan dijamin oleh undang-undang dan saksi 
berpendapat bukan suatu penghinaan karena merupakan suatu 
delegasi dalam koalisi untuk mengirimkan surat kepada Kapolri dan 
Kompolnas serta ke Dewan Pers dan ini berhubungan dengan hak 
asasi yang dilindungi oleh Negara. Bahwa pengaduan yang dilakukan 
oleh terdakwa itu merupakan bagian dari jurnalis.  
Dalam kasus Prita Mulyasari (Putusan Nomor 
1269/PID.B/2009/PN.TNG), atas dakwaan melanggar Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah menarik perhatian 
dari masyarakat Indonesia. Anggara sebagi perwakilan lima lembaga 
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum mengajukan 
amicus curiae dalam kasus tersebut, seorang ibu rumah tangga yang 
dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap 
Rumah Sakit Omni International. Untuk itu, lima LSM bidang hukum 
telah mengajukan amicus curiae yang membela hak Prita dalam 
memberikan pendapat kepada setiap anggota majelis hakim PN 
Tangerang yang mengadili kasus tersebut, yaitu Hakim Arthur 
Hangewa, Perdana Ginting, dan Viktor Pakpahan. Kelima LSM itu 
adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), 
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Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice 
Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defense Litigation Network 
(IMDLN). 
Dalam melaksanakan pertimbangan terletak keberanian seorang 
hakim. Dalam mengeluarkan sebagian besar perintah pendahuluan 
atau perintah pada persidangan, seorang hakim harus menjalankan 
wewenang untuk memberikan pertimbangan yang hendaknya 
dilaksanakan secara bijaksana. Seorang hakim diharapkan pula 
memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau 
benar tidaknya peristiwa yang bersangkutan, dan kemudian 
memberikan atau menentukan hukumnya. Mengingat makin pesatnya 
lalu lintas hukum, maka dianggap hakim mengetahui akan hukumnya 
(ius curia novit). 
Menurut penulis, amicus curiae merupakan pihak yang merasa 
berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara memberikan pendapat 
hukumnya pada pengadilan. Adapun kepentingan dari amicus curiae 
sebatas memberikan opini/pendapat hukum. Pasal Pasal 180 ayat (1) 
KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk amicus 
curiae sebagai alat bukti, sebab selama ini pada setiap perkara, baik 
itu perkara Upi Asmaradana ataupun Prita Mulyasari, hakim pada 
perkara tersebut tidak meminta untuk dihadirkannya amicus curiae, 
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sedangkan rumusan pada Pasal Pasal 180 ayat (1) KUHAP jelas 
mengatur bahwa hadirnya bahan baru di muka persidangan haruslah 
berdasarkan permintaan hakim ketua. 
Amicus curiae sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap 
suatu perkara menurut penulis merupakan bentuk pengawasan 
masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. 
Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu Bersifat demokratis 
(Democratische Rechtsstaat). Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap 
keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat 
dalam proses pengambilannya. Hal ini bertujuan agar setiap 
keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup di 
dalam masyarakat.22  Selain itu pada rumusan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman mewajibkan  seorang hakim untuk mencari nilai-nilai 
keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini merupakan 
landasan hukum bagi seorang hakim dalam menerima pengajuan 
amicus curiae sebagai bahan pertiimbangan dalam mencari nilai-nilai 
keadilan dalam suatu perkara.  
Dalam hal kedudukan amicus curiae sebagai alat bukti, amicus 
curiae tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang 
tercantum dalam KUHAP. Namun amicus curiae merupakan alat bukti 
                                                             
22 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 123-
129. 
75 
 
baru yang bahannya tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur 
secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. 
Kekuatan pembuktian dari amicus curiae terletak pada keyakinan 
hakim dalam menilai isi dan relevansi dari amicus curiae terkait 
perkara tertentu. 
B. Amicus Curiae dalam Peradilan Pidana 
Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara 
normative atau secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang 
tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), 
khususnya dalam Bab XVI tentang “Pemeriksaan di sidang 
pengadilan”. Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah 
tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan di sini 
dilandaskan pada sistem Accusatoir23, dan dimulai dengan 
menyampaikan berkas perkara kepada public prosecutor yang harus 
menentukan apakah perkara akan di teruskan ke pengadilan. 
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara 
dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari 
apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang 
dilimpahkannya atau tidak setelah ketua pengadilan negeri 
mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, maka 
                                                             
23 Sistem accusatoir menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan 
menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara 
terbuka untuk umum. Dimana setiap orang dapat menghadirinya. 
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berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat 
menetapkan, pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan 
negeri tidak berwenang mengadili. 
Dengan melandaskan pada sistem atau model accusatoir, 
peradilan pidana dilakukan secara terbuka di mana para pihak 
(terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan 
yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada 
dasarnya, dalam setiap tahap persidangan ini semua bukti yang 
berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diajukan 
oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan 
pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim secara professional 
khusus untuk keperluan tersebut. Hakim tidak hanya aktif mengajukan 
pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, melainkan juga ia 
mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang 
relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia 
dapat mendengar dan memperlihatkan bukti-bukti yang tidak secara 
formal diajukan oleh para pihak. 
Menurut Muhammad Damis, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, proses perkara pidana masuk ke pengadilan berdasarkan 
KUHAP: 
1. Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut 
Umum di sertai dengan surat dakwaan. (Pasal 143 KUHAP) 
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2. Kemudian ketua PN mempelajarinya, apakah perkara tersebut 
masuk wewenangnya atau bukan. (Pasal 147 KUHAP) 
3. Maka setelah itu ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut 
berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang 
mengadili. ( Pasal 84 KUHAP)24 
Setelah semua pihak dalam sidang pengadilan perkara pidana 
hadir dalam ruang sidang, maka acara selanjutnya adalah hakim 
memeriksa masing-masing pihak. Menurut Pudjo Hunggul, Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar, untuk mencari kebenaran dalam suatu 
perkara, di sinilah terjadi proses dialektika, proses tatapan muka 
antara berbagai macam pihak, yang membawa karakter yang tentunya 
sangat berbeda dalam satu sama lainnya. Tahapan dalam 
pemeriksaan di pengadilan yaitu:25 
a. Pemeriksaan Terdakwa 
b. Pemeriksaan Saksi 
c. Pemeriksaan Ahli 
d. Pemeriksaan Barang Bukti 
e. Tuntutan Pidana 
Amicus Curiae contohnya dalam Kasus Prita Mulyasari yang 
saat ini diperiksa di PN Tangerang atas dakwaan melanggar Pasal 27 
                                                             
24. Wawancara Muhammad Damis, Senin, 15 November 2013, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar. 
25. Wawancara Pudjo Hunggul, Senin, 15 November 2013, Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
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ayat (3) UU ITE, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah menarik 
perhatian dari masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah kasus penghinaan di Indonesia, seorang tersangka dapat 
ditahan oleh pihak Kejaksaan. Tidak hanya itu, kasus ini adalah ujian 
bagi keseriusan Negara Republik Indonesia untuk menghormati 
kewajiban-kewajiban Internasionalnya dalam melindungi 
kemerdekaan berpendapat pasca diratifikasinya Kovenan 
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU No 12 Tahun 2005 
Dalam konteks ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 
(ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia 
Media Defense Litigation Network (IMDLN), Perhimpunan Bantuan 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyerahkan Amicus 
Curiae dalam kasus Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia 
kepada Majelis Hakim PN Tangerang yang memeriksa Perkara 
dengan No 1269/PID.B/2009/PN.TNG yaitu Hakim Arthur Hangewa, 
SH, Perdana Ginting, SH, dan Viktor Pakpahan, SH, MH, Msi. 
Melalui Amicus Curiae ini, ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan 
YLBHI ingin berpartisipasi dalam proses peradilan pada kasus Prita 
Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, dalam rangka memberikan 
pandangan kepada Majelis Hakim tentang bagaimana Tindak Pidana 
Penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet yang mampu 
menjerat siapapun tanpa memperhatikan konteks suatu pernyataan 
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dalam sebuah negara demokratis dan juga ketidaksesuaiannya delik 
tersebut dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang telah 
diakui dan diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. 
Untuk itu,   ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI 
memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim PN Tangerang yang 
memeriksa perkara dengan No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG antara 
Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia sebagai berikut : 
1. Bahwa kebebasan berekspresi adalah kebebasan dasar penting 
bagi martabat individu untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, 
dan demokrasi. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah 
satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam 
menompang jalan dan bekerjanya demokrasi karena demokrasi 
tidak berjalan tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, 
sikap, dan berekspresi. 
2. Bahwa Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi dan 
berpendapat dalam Konstitusinya yaitu Pasal 28 F UUD 1945 
dan dalam berbagai Undang-Undang diantaranya UU No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional 
Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan 
UU No 12 Tahun 2005. Oleh karenanya, hak atas kebebasan 
berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak dasar 
terkuat dalam sistem hukum nasional karena jelas dilindungi oleh 
Konstitusi dan sejumlah instrumen hukum lainnya. Pelanggaran 
80 
 
atas hak-hak tersebut bukan saja melanggar hukum tetapi juga 
melanggar hak-hak konstitusional warga negara. 
3. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak 
Sipil dan Politik pada tahun 2005 sehingga berdasarkan pasal 2 
Kovenan tersebut Indonesia harus:  
a. Berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang 
diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada 
dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, 
tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-
usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau 
status lainnya. 
b. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam 
Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan 
ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan 
ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang 
diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam 
Kovenan ini. 
c. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau 
kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan 
memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 
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pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang 
bertindak dalam kapasitas resmi. 
d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil 
dan Politik, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan 
menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (termasuk 
hak atas kebebasan berekspresida dan berpendapat) bagi 
semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk 
pada wilayah hukumnya. Artinya, Indonesia seharusnya 
melakukan perubahan terhadap segala undang-undang dan 
peraturan yang bertentangan dengan pasal hak-hak yang 
dijamin dalam Kovenan. 
e. Bahwa hukum Indonesia yang terkait dengan hak 
kebebasan berekspresi dan berpendapat diantaranya Pasal 
27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS 
adalah ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan 
ketentuan internasional hak asasi manusia dan lebih khusus 
lagi bertentangan dengan jaminan   hak sebagaimanya 
dinyatakan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil 
dan Politik. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 
27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS 
adalah ketentuan yang tidak sejalan dengan maksud Pasal 
19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik termasuk 
pengaturan soal pembatasan yang diperbolehkannya. 
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Penggunaan pasal-pasal tersebut merupakan ancaman 
nyata terhadap jaminan kebebasan berekspresi dan 
berpendapat.  
f. Bahwa penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 
WvS dan Pasal 311 WvS untuk mendakwa Sdr. Prita 
Mulyasari adalah dakwaan yang tidak tepat karena pasal-
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik. 
g. Bahwa meskipun Pengadilan akan menerima Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE, Pasal 310 WvS dan Pasal 311 WvS sebagai 
suatu norma yang berlaku/eksis, Pengadilan haruslah 
menerapkannya secara hati-hati dan melihat jaminan hak 
atas kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana 
dijamin dalam Konstitusi, UU Hak Asasi Manusia dan UU 
No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik. 
h. Bahwa dalam hal Pengadilan menyatakan Sdr. Prita 
Mulyasari dinyatakan tidak bersalah maka Pengadilan harus 
memberikan pemulihan atas Sdr. Prita karena telah 
terlanggar hak-haknya. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
yaitu menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau 
kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan 
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memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 
pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang 
bertindak dalam kapasitas resmi.  
Menurut Muhammad Damis, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, (wawancara 16 November 2013), yang perlu diketahui 
penafsiran atau penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak 
bersifat jamak, harus jelas dan tegas, berkaitan dengan kata-kata 
dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak lepas dari undang-undang. 
Oleh karena itu tugas hakim secara kongkret adalah menggali 
perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekatnya adalah 
“melakukan penafsiran terhadap realitas”, yang sering disebut 
sebagai penemuan hukum. Apabila di lihat lebih jauh secara filsafat 
hukum maka penemuan hukum, yang (khususnya) dilakukan oleh 
hakim, maka dapatlah digambarkan sebagai berikut: 
1. Apakah penemuan hukum sekedar penerapan hukum semata 
(rechtstespassing), yakni memasukan atau mensubsumsi 
fakta posita (premis minor) ke dalam peraturan/undang-
undang (premis Mayor) secara silogisme formil, sebagaimana 
positivisme hukum, karena didasari pandangan bahwa 
undang-undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap 
persoalan yuridis. 
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2. Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan 
bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, 
akan tetapi undang-undang itu di pandang memiliki ekspansi 
logis atau jangkauan melebar menurut logika (logishce 
expansionskraft). 
3. Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-
undang sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas jiwa 
dan aspirasi rakyat-hukum kebiasaan-digunakan sebagai 
sumber hukum yang utama, sebagaimana dilakukan oleh 
aliran Interessenjurisprudenz atau aliran sejarah hukum dan 
aliran sosiologis. 
4. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum 
(rechtsshepping) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum. 
5. Atau penemuan hukum merupakan karya logis-rasionil 
sekaligus etis-irasionil, sebagaimana diajarkan oleh aliran 
Sistem Hukum Terbuka. 
Contoh kasus lain yang menggunakan amicus curiae yaitu kasus 
Upi Asmaradana. Berawal dari ditetapkan-nya Upi Asmaradana 
sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan 
Barat karena menyampaikan pengaduan kepada Mabes Polri dan 
Dewan Pers. Kemudian Upi Asmaradana dijerat dengan dakwaan 
Pasal 310 penghinaan dan Pasal 317 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dengan tuduhan „mengadu secara memfitnah dengan 
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tulisan‟. Penetapan status tersangka Upi itu merupakan buntut dari 
aksi protes Upi Asmaradana, Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak 
Kriminalisasi Pers, 1 Agustus 2008, terhadap pernyataan Kepala 
Kepolisian Daerah Sulselbar, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto. 
Upi memprotes pernyataan Kapolda Sulselbar dalam beberapa 
kesempatan, bahwa publik yang dirugikan oleh pemberitaan 
media massa bisa langsung melaporkan wartawan ke polisi untuk 
dikenai pasal pidana, tanpa harus menempuh mekanisme hak 
jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang pers. Disinalah 
awal LBH Pers mulai berkiprah melakukan advokasi untuk Upi 
Asmaradana, LBH Pers melihat kasus yang menimpa Upi adalah 
bentuk kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam 
menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan 
memberangus kebebasan pers dan kemerdekaan berekspresi bagi 
warga Negara khususnya bagi wartawan media seperti Upi 
Asmaradana. Memang kasus yang menimpa Upi tidak terkait 
langsung dengan tulisan pemberitaan, Upi sebagai jurnalis dan aktivis 
pers Makassar berjuang bersama teman-temannya untuk menolak 
kriminalisasi pers sebagai momok yang dapat membungkam pers 
yang kritis. Sikap tegas dan tidak kompromi yang ditunjukan Upi 
bersama kawankawan jurnalis lainya menegaskan kepada kita semua 
bahwa kebebasan pers harus tetap diperjuangkan dan dipertahan. 
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LBH Pers telah mampu mewarnai dalam proses pembelaan hak-
hak Upi Asmaradana dalam memperjuangkan kebebasan pers, 
sampai akhirnya pengadilan negeri Makassar memutus bebas dan 
saat buku ini diluncurkan kasus Upi Asmaradana masih dalam proses 
kasasi di Mahkamah Agung RI. 
Catatan yang menarik disini adalah bagaimana LBH Pers telah 
mampu membawa arah perubahan baru bagi perkembangan hukum 
positif di Indonesia dengan memperkenalkan istilah amicus curiae 
dalam sidang Upi Asmaradana. “Amicus Curiae”, merupakan istilah 
Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. Amicus 
curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum 
Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi 
common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak 
ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan 
dengan isu-isu yang belum familiar. 
Jadi, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik 
dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak 
yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada 
pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan 
pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin 
mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas. 
Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum 
Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat 
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(1) UU No.4 Tahun 2004 yang selanjutnya telah diubah dengan Pasal 
5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi  wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat”, sebagai dasar hukum pengajuan amicus curiae, 
dasar hukum inilah yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan 
pers yang mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung 
terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus 
Soeharto. Sekitar 26 kelompok penggiat kemerdekaan pers 
mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung. 
Sementara Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” 
menggunakan pasal 89 ayat 3 butir H UU No 39 tahun 1999 
tentang HAM. Hal ini karena yang mengajukan Amicus Curiae adalah 
Yoseph Adi Prasetyo, Anggota Komnas HAM dimana salah satu 
kewenangannya adalah memberikan pendapat amicus curiae 
sebagaimana yang termaktub dalam pasal 89 ayat (3) butir h yaitu: 
 “pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses 
peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak 
asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh 
pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib 
diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”. 
Maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini digunakan LBH 
Pers sebagai salah satu strategi yang dapat mengklarifikasi prinsip-
prinsip hukum, HAM dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang 
melibatkan berbagai UU atau pasal yang kontroversial. Inilah point 
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penting dari hadirnya LBH Pers dalam proses pendampingan kasus 
yang menimpa Upi Asmaradana. Kehadiran LBH Pers ditengah 
tekanan pihak kepolisian terkait kasus yang menimpa Upi 
Asmaradana telah mampu menghantarkan kemenangan bagi 
kebebasan pers di bumi ayam kinantan. Mulai dari dicabutnya 
gugatan perdata Sisno Adiwinoto sampai dibebaskannya Upi 
Asmaradana dari jerat pidana di Pengadilan. 
Menurut Pudjo Hunggul, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
(wawancara 15 November 2013), kasus Upi Asmaradana bukanlah 
kasus pribadi semata, kasus ini mencermin perjuangan jurnalis 
Indonesia dalam memperjuangan kebebasan pers, menyatakan 
pendapat dari tekanan dan intimidasi untuk tidak mudah dikekang, 
dibungkam oleh kekuasaan yang anti kritik untuk mengebiri 
kemerdekaan pers. 
Semangat solidaritas yang tinggi diantara jurnalis Makassar 
mulai dari tingkat reporter sampai pada pimpinan redaksi media, 
mahasiswa, seniman dan ulama menjadi modal utama dalam 
mengadvokasi kasus Upi Asmaradhana, kasus ini mempersatukan 
semangat untuk melawan dan menentang arogansi yang dilakukan 
seseorang dengan memakai institusi untuk menekan dan 
membungkam hak masyarakat untuk menyampaikan ekspresi dalam 
mengkritik, mengkoreksi kebijakan yang keliru. 
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Contoh dari kasus Amicus curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” 
di Pengadilan Negeri Makasar, dimana amicus curiae diajukan 
sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa 
perkara. Serta amicus curiae dalam kasus “Prita Mulyasari” yang 
dijerat UU ITE di Pengadilan Tanggerang yang diajukan oleh 
kelompok organisasi seperti: PBHI, ELSAM, YLBHI, MDLN, ICJR. 
Dalam tahap pemeriksaan proses peradilan menurut Pudjo Hunggul, 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara 15 November 2013), 
akhirnya akan kita sepadankan terhadap keterangan ahli. Karena 
keterangan ahli disini dimaksudkan sebagai keterangan yang 
diberikan oleh seorang yang mewakili keahlian khusus tentang yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan. 
Jadi, untuk menyampaikan pendapat, sebenarnya dalam kasus 
Upi Asmaradana punya opsi lain. Yakni mendatangkan ahli di 
pengadilan. Namun, menurut penulis Upi Asmaradana punya 
beberapa alasan khusus mengapa lebih memillih menjadi 'teman 
pengadilan'. Pertama, terdapat perbedaan yang cukup besar antara 
'teman pengadilan' dengan ahli. Dimana amicus curiae menyampaikan 
argumentasi-argumentasi hukum yang harus dipakai. 
Sedangkan menjadi ahli, menurut penulis hanya terbatas 
menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada sesuai dengan keahliannya. 
90 
 
“Sebagai „teman pengadilan', dalam mengeksplorasi pendapat akan 
menjadi lebih terbuka. 
Kedua, terkait masalah efisiensi.  sebagai 'teman pengadilan', 
pihak yang berperkara tidak perlu repot-repot datang ke Pengadilan. 
Cukup mengirimkan pendapat hukumnya ke pengadilan. Bila menjadi 
ahli, tentu harus datang dan menyampaikan pendapatnya di ruang 
sidang.  
Pada dasarnya keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam 
rangka penegakan hukum merupakan suatu pilihan atau merupakan 
suatu kombinasi antara lebih mengutamakan kebenaran formil atau 
materil. Harus ada keselarasan antara kebenaran formil dan materil. 
Di sisi lain putusan hakim juga harus ada keselarasan antara teori 
hukum, filosofis dan dogmatik hukum.  
Rasio logis dari putusan haruslah nampak. Terdapat runtutan 
proses penalaran yang bermakna, dan hanya dibangun atas dasar 
logika. Terdapat suatu “condition sine qua non” agar suatu keputusan 
dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai 
dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam 
berargumentasi.  
Oleh karena itu antara penerapan logika dan legal concept 
haruslah dipegang oleh hakim. Ada tuntutan moral atas 
pertanggungjawaban dari proses nalarnya. Dari kedua kasus yang 
telah penulis bahas sebelumnya keberadaan amicus curiae di 
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pengadilan diterima oleh hakim sebagai bentuk partisipasi masyarakat 
terkait perkara yang sedang diadili.  Hakim tetap menilai amicus curiae 
tersebut. Putusan hakim harus tetap memperhatikan dan menerapkan 
serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu Kepastian hukum 
(Rechtssicherheit), kemamfaatan (Zweckmassigkeiit) dan Keadilan 
(Gerechtigkeit) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional 
seimbang diantara ketiga unsur tersebut. Hakim tidak boleh hanya 
mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur saja sedangkan 
dua unsur lainnya dari ketiga unsur penegakan hukum tersebut 
dikorbankan atau dikesampingkan begitu saja. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Amicus Curaie banyak dipraktekkan dalam persidangan pengujian 
UU di Mahkamah Konstitusi dan diakui serta ditempatkan sebagai 
bukti Ad Informandum oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu 
bentuk dasar hukum untuk digunakannya Amicus Curiae di 
pengadilan adalah Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim 
Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain 
diakui dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, dalam bentuk yang sempit KUHAP dapat ditafsirkan 
memberikan pengakuan terbatas terhadap keterlibatan/partisipasi 
masyarakat yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) yang 
menyatakan: 
 “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan 
yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta 
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keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru 
oleh yang berkepentingan.” 
2. Berdasarkan analisis putusan yang penulis lakukan selama 
penelitian, dalam kasus Upi Asmaradana dan pada kasus Prita 
Mulyasari keberadaan amicus curiae tetap dijadikan pertimbangan 
oleh hakim. Hal ini sesuai dengan kewajiban hakim yaitu menggali 
nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kewenangan hakim dalam 
melakukan penafsiran hukum juga menjadi dasar bagi hakim dalam 
mempertimbangkan amicus curiae sebagai salah satu bahan untuk 
membuat terang suatu ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ingin diterapkan pada suatu perkara.  
B. Saran 
Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memiliki saran, yaitu: 
Amicus curiae sebagai sebuah fenomena hukum yang timbul 
akibat perkembangan zaman sebaiknya diatur eksistensinya baik 
secara materil maupun formil dalam suatu peraturan Mahkamah 
Agung, serta mengakui eksistensi dan praktek yang telah berkembang 
tentang pelibatan partisipasi masyarakat dalam bentuk Amicus curiae 
dan mengatur prosesnya secara baik dalam rancangan peraturan 
Mahkamah Agung. Karena mekanisme ini dapat digunakan sebagai 
salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi 
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prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Hal ini demi memberikan 
kepastian hukum terkait amicus curiae 
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